BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2641
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

C Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011, perly menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun i1

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011:

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1665);

i 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

JU yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42886},

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negzra
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelol: an
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambzhan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Necera
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertkal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telat: diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem [nformasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nemor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor §6 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

28.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585); '

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pinjaman Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
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29. Peraturan Dcerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun

2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG = PERUBAHAN KETUJUH ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011,

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Téhun Anggaran 2011 semula berjumlah Fp.

749.419.927. 485,71 bertambah sejumlah Rp. 143.737.544.767,65 sehingga menjadi Rp.
893.157.472.253,36 dengan rincian sebagai berikut berikut :

(1) Pendapatan

a. Semula Rp. 696.725.946.345.00

b. Bertambah Rp. 142.990.757.714,70
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 839.716.704.059,70

(2) Belanja

a. Semula Rp. 743.919.927.485,71

b. Bertambah Rp. 136.753.821.893.65
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 880.673.749.379,36
Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. (40.957.045.319,66

(3) Pembiyaan
a. Penerimaan

1} Semula Rp. 52.693.981.140,71
2) Bertambah Rp. 746.787.052,95
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 53.440.768.193,t¢
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 5.500.000.000,00
2) Bertambah Rp. 6.983.722.874,00
Jumiah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 12.483.722.874,00
Jumlah pembiyaan netto setelah perubahan Rp. 40.957.045.319,66

Sisa lebih pembiyaan anggaran setelah perubahan Rp. 00,0

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

%




Pasal 4

Peraturan ini mulai beriaku pada tangga! ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mem

erintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam
Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR qo




